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WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : o habwa memenuhi ketenrman pasal 0 Qanun Kora Langsa Nomor 19 Tahun 2008 tenrang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belania Ko Tahon Anggaran 2008, perlu diterapkan Peraturan Walikora
angsa fentang Penjabaran Perubahan Angearan Pendaparan dan Belanja Kora Tahun Anggaran

2008 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBK Tahun Angearan 2008;.

b babwe unk maksud rersebur petla diterpkan dakim suatu peraturan Jacraly;
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{Jndang-tindang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
unnik kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenrang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undangundang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
IndonoesiaTahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138)

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (1embaran Negara Republik
Indoensia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 rentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggora DPRD schagaimana relah riga kali diubah, terakhiv dengan Peraruran
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Perubahan Keriga atas Peraniran Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 rentang Kedudukan Prorokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggora DPRD ( Lembaran
Negara Republik Indonesia - Talin 2007 Nomor 47, Tambahan fembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 2005 rentang Pengelolian Kevangan Badan Layanan U
( embaran Negara Republit Indonesin: Tahuo 2005 Nomaor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 centang Stodar Akuntsi Pemerinaban (dLembaran

Negarn Republik Indonesin: Tabion 2005 Nomor 49, Tambahan fembaran Negara Republib
Indonesin Momor 4503),

Peraturan Pemerintah Nomsor 54 Tl 2005 rentang Piniaman Dacrab (O emibaran Negarn Republil

Lidonesia b 2005 Nomor 49, Dambaban Lemabaran Negao Republik Indonesia Nomor 4574,

Pernturan Pemerintah Notor 59 Tahon 2005 tentung Dana Perimbangan (Lembaran Newara

Kepublik Indonesia: Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan | cmbaran Republik Indonesin o

Naomor 4575

Peraruran Pemerintah Nomor 96 Tahun 2005 rentang Sisten Informasi Kenangan  Daerab

U ombarn Negara Republik Tndonesia Tahon 2005 Nomor 138 Sanbahan Dembarnn Noegara
t Y

Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraruran Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 rentang ibah (Lembaran Negara Republik Tndonesia

Tahun 2005 Nomor 138, Tanhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45773
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Peramran Pemerintah Nomor 58 Tahon 2008 renrang Pengelohun Kenangan Diacrab (0 embue

Negara Republik Indonesin: Tahun 2005 Nomor 140, Fambahan [ embaran Negane Repribhi
Indonesia Nomor 4578)%

Peraruran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 renrang Pedoman Penyusunan dan Pencrapin Sranddar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabur 2005 Xomor 180, o Do

] embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585

Pegaruran Pemerintalh Nomor 79 Tahun 2005 renmang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penvelenggaraan Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Tndonesia: Tabun 2005 Noinor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesin Nomor 4543 )

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 rentang Pelaporan Keuangan dan Kineria
Tnsransi Pemerintah $embaran Mega Republik Indonesia: Talhn 2000 Nomor 25, HRHIRETHBIE
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 4614

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomes 12 Tabion 2000 renrang Pedoman Pengelolaan Keunngan
Dacrah, sehagaimana relah dinbab dengan Perariran Menterd Dalam Negeri Nomor 59 Taban 2008
rentang perubahan atas Peraruran Menreri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tenrang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacrain

Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 rentang Pedoman Penyusunan Angaran

Pendaparan Dan Belanja Dacrah Tahnn Anggaran 2008,

Qunun Acch Nomor 3 Tahun 2007 tentang Taia Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerals
Nanggroe Acch Darussalann Pabion 2007 Nowor 3, Pambaban Lembaran Dacraly Nangree Aceh
Darussalam Tahun 2007 Nomor 3);

30, Qanun Kota Langsa....



30. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2008 rentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa
Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana diubah
dengan Qanun Kota Langsa Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2008
(Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah  Rp.
331.376.297.493 - bertambah sejumlah Rp. 6.837.410.412,11 sehingga menjadi Rp. 338.213.707.905,11

dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendaparan:

A, Semula Rp  316,204,459,050.00
b, Berrambah Rp 6,340,439,126.00
Tumbah Pendaparan Serelah Perubalian Rp  322,544,898,176.00

>}

20 Belania Dacrah:

a. Semula Rp  331,376,297,493.00

b, Berraumbah Rp 6,837,410,412.11
fomnlah Belania Serelah Perubaln Rp  338,213,707,905.11
Surplus / (Defisit) Setelah Perubaban Rp  (15,668,809,729.11:

os)

Pembiavaan:

A, Penerinuan
I, Semula Rp 16,744,726,851.00
Berrambah Rp 1,199,057,581 .11
Jumlah Penerimaan Serelah Pernbahan Rp 17,943,7R4.432 11

b Pengeluaran

I Scemula Rp 1,572 888,408.00
Berrambah Rp 702,086,295 00
Tomlah Pengeluaran Serefal Perubahan Ry 2,274,074,703.00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 15,668,809,729.11
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp OO0
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal | rercantum dalam Tampiran i
Peraturan Walikota ini.

Pasal 3
Penjabaran Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dadany Pasal 1 dirinci lebih Lanjur pada Lampiran It

N Peraruran Walikora ini.

Pasal 4
Lampiran schagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian vang ridak terpisahkan dari Peraruran

Walikora ini

Pasal 5 ......



Pasal 5
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBK yang diretapkan dalam Peraruran ini dituangkan lebih lanjur

dalam Dokumen Pelaksanaan Angzaran Satuan Kerja Perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang
undangan.

Pasal 6
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diterapkan

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peramiran Walikora ini dalam berita
dacrah.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 3 Desember 2008 M
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Dinndangkan di Tangsa
Desember 2008 M
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